
SALINAT{

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERATI KOIT, PALU
NOMOR 1 TAIIUTT 2013

TENTANG

PERT'BAIIAN ATAS PERATURAJT DAT}RAII KOTA PALUITOMOR 6 TAHI'IT 2OO8 TEr{TANq ORGANISASI DAIV TATAKERJA LEMEAGA TEI{IWS DAERAII KOTA PALU

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

b.

DEITGAN RIUIIUAT TUHAN YANCI MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

bahwa dalam rangka penataan kelembaga€rn organisasi dantata kerja lembaga leknis, .maka p";il;;nyempunla€rn
Peraturan Daerah Kota paru N.mor b r"rr.i.- 20og tentangorganisasi dan Tata Kerja Lernbaga rer<nil Daerarr KotaPalu;

bahwa berdasarkan pertimbanglan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu menetapkan peraturrn Daerah tentangPerubahan Atas peraturan Daerah Kota- F*, Nomor 6Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata rlt:. LembagaTeknis Daerah Daerah Xofa palu;

Pasal 18 Ayat (6) 
^undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia'l.ahun 1 945;

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1gg4 tentangPembentukan Ko.tamadya Daerah tingkat n pJ, pembaranNegara Republik tnatnesia Tahui rci{ Nomor 38,Tambaha' Lembaran rvegara rRepublik-irraorr""i" Nomor3555);

Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentangPemerintah,an -O1gyh ( ill,t:r"t Negara RepublikIndonesia 'rbhun 2oo4 Ndm*- r2s , t"*ufi-"r, LembaranNegara Republik Indonesia I.i";, 44sr) sebagaimana terahdiubah betrerapa kali, t.rJfrl. dengan Urr-a"rrg_Undangnomor 12 Tahun 200g tentang pe*rbahan Kedua atasUndang-Undang Nomor ei rahun iOO,+ tentangPemerintah:m Dlerah (Lembaran.Negara Republik Indonesia?ahun 2oo8 N9m9r' se;-;;uur,l"r, ;;;;", NegaraRepublik Indonesia N"mo.'+a+?;:

2.

3.



Peraturan Pemerintah Nomor 4l rahun 2oor tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7a\ ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor sr tahun 2oo7
tentang Petunjuk Teknis penataan organisasi perangkat
laerah s;ebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor s6 Tahun 2orc tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 57tahun 2010 tentang petunjuk Teknis penatain organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah kota palu Nomor 6 Tahun 2o0g tentangorganigasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis baerah KotaPalu (Lembaran Daerah Kota palu-Nomor 6 Tahun 2oog,Tambahan Lembaran Daerah Kota palu Nomor 6);

Dengau persetuJuan Bersama

DEWAIT PERWAKILAJT RAITTAT DAERAII KOTA PALU

dan

trTALIKOTA PALU

MEMUTUSI(AIT:

Menetap&an : pERaruRArI DAERATT TE:NTANG 
'ER'BATIAII 

ATA'PERATURAITT DAERATI XOIA PNLu IVOMOR E rArrrr[ 2(X}8TEIYTAITG ORGANISASI DAil TATA ITER^IA I,EUBAGATEIINIS DA.E}RAII KOTA PAIU

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam F'eraturan Daerah Ko&r palu Nomor 6 Tahun 2oogtentang organisasi dan Terta 

_K.{t"-L.r;;;; Teknis Daerah Kota palu(Lembaran Daerah Kota pJn rvo*or 6 Tahuir 2oog, Tambahan LembaranDaerah Kota patu Nomor O1, .Uulaf, sebagai berikut :

t'ffiTHffiSj.ffff":,#i,o.h 
dan ang&a rl drhapus, eehf-ssa

Pasal 2

,?::ffi#raturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang
1. Inspelrtorat;
2. Badan perenc,
3. Badan r.p.g#.1il ;".'::trsunan 

Daerah Dan Penanarnan Modal;

4.

5.

6.

nrupmmFikr



4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Keluarga Bererrcala dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Polltlt ;
7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangal;
8. Rumah Sakit Umum Anutapura;
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

1O. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintah Kelurahal;
11. Dlhapus;
12. Kantor Pemadam Kebakaran;dan
13. Kantor Perpustalaan, Arsip dan Dokumentasi.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berlkut :

Pasal 13

1. susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik, terdiri dari :

a. Badan Kesatuan Bangsa dan politik;

1.. b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub.Bagran Keuangan dan Aset;
2. Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
3. Sub.Bagian Percncanaan Program;

c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :l. Sub. Bidang Bina Ideologi; dan
2. Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan.;

d. Bidang politik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :l Sub. Bidang politik; dan
2. Sub. Bidang Kewaspadaan Nasional.

e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan danEkonomi, membawrrhi:
- l. Sub. Bidang Ketaharan Seni dan Budaya;(., 2. Sub. Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi:

f. Unit pelaksana Tek:nis Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2- struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik, sebagaimanadimaksud pada,ayat (1), tercantum dalari lampir"r p"rit"r"" Daerahini, merupakan bagiarr tidak terpisahkan a*urn peratuiai' oaerah ini,
3. Keteatuan **"1 .tt.-.*t (l) dan ayat l2l rfihrpus, sehingga pasaf 1gbertunyi sebagai berikut : 

'

pasal lg
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.

.'l!nrFl;ntl.+rrrir!4*


